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PENGERTIAN DAN ASAS HUKUM AGRARIA 

 
A. ISTILAH AGRARIA 

Istilah Agraria berasal dari kata Akker (Bahasa Belanda), Agros (Bahasa 

Yunani) berarti tanah pertanian, Agger (Bahasa Latin) berarti tanah atau 

sebidang tanah, Agrarius (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, 

pertanian, Agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. 

Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa arti “agrarian is relating 

to land, or to a division or distribution of land; as an agrarian laws” (Henry 
Campbell Black, 1991, hlm.43), yaitu menunjukkan pada perangkat 

peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah 

yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya, Prent 

K Adisubrata, J. Poerwadarminta, W.J.S. (1960) menggunakan istilah agrarius 

berarti perladangan, persawahan, pertanian. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Agraria Berarti urusan pertanian 

atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

tidak memberikan pengertian Agrarian. Ruang lingkup agrarian menurut 

UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam terkandung 

didalamnya. 

  

B. PENGERTIAN AGRARIA MENURUT UUPA 

Pengertian Agraria dalam arti luas adalah meliputi bumi, air, dan ruang 

angkasa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 yang meliputi bumi, air, dan 

ruang angkasa. 

1. Bumi (Pasal 1 ayat 4 UUPA) meliputi: Permukaan bumi, termasuk pula 

tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. 
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HAK-HAK ATAS TANAH 

 
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diatur secara tegas mengenai hak-hak atas 

tanah. 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada setiap 

pemegang hak untuk mempergunakan dan/atau memperoleh manfaat dari 

tanah yang dihakinya tersebut. Ada 2 (dua) wewenang dimiliki setiap 

pemegang hak atas tanah yakni: 

 

A. WEWENANG KHUSUS 

Yakni wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam-

macam hak atas tanah yang dihakinya. 

Misalnya: 

- Hak guna bangunan. Dalam hal ini pemegang hak, hanya dapat 

mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah tersebut yang bukan 

miliknya. 

- Hak guna usaha. Dalam hal ini pemegang hak, hanya dapat menggunakan 

tanah tersebut semata-mata untuk kepentingan perusahaan di bidang 

pertanian, perkebunan, peternakan atau perikanan. 

- Hak milik. Dalam hal ini pemilik hak atas tanah, dapat secara bebas 

menggunakan tanah tersebut untuk apa saja, misalnya untuk mendirikan 

bangunan diatasnya, mempersewakan, menggunakan untuk 

kepentingan usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan atau 

perikanan. 
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HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH 

 
A. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan 

Tanah. 

 

Dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah, ditegaskan mengenai pengertian atau batasan Hak 

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

sebagai berikut. 

Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut 

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Hak Tanggungan 

mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan termaksud.  

Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, 

dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 

bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan 

cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing ha katas 

tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan 

dibebankan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak 
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FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH 

 
A. PENGERTIAN 

Pengertian fungsi sosial hak atas tanah antara lain dikemukakan oleh 

Leon Diquit yang menyatakan bahwa di dalam fungsi sosial tidak dikenal 

adanya hal subyektif (subyektif Recht), yang ada hanyalah fungsi sosial. 

Dalam pemakaian maupun pemanfaatan sesuatu hak atas tanah harus 

senantiasa memperhatikan kepentingan suatu masyarakat. Leon Duquit 

dalam ajarannya mengenai “fungsi sosial” adalah bertitik tolak pada 
penyangkalan terhadap adanya hak subyektif, dan mengagungkan hak 

masyarakat dalam arti fungsi sosial. 

Hal ini berbeda dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

Pada Pasal 6 ditegaskan bahwa: “Semua hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial”. Kalimat ini diperjelas dalam penjelasan umum, angka II (4) yang 

berbunyi bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah 

dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak 

dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apabila kalau hal 

itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hal ini penggunaan tanah 

haruslah disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, 

sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang 

mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. 

Seorang pemilik tanah tidak dapat dibenarkan, bilamana ia tidak 

mengerjakan tanahnya apabila dalam masa serba kekurangan bahan 

makanan, fungsi tanah penting sekali untuk dapat menghasilkan. 
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URGENSI PENDAFTARAN  

TANAH DI INDONESIA 

 
A. PENDAHULUAN 

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua peranan tanah bagi 

pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat 

bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan 

meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum 

di bidang pertanahan. pemberian jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang 

tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan 

jiwa da nisi ketentuan-ketentuannya. Selain itu dalam menghadapi kasus-

kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang 

memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah 

membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang 

berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh 

keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan 

hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan 

kebijaksanaan pertanahan. 

Sehubungan dengan itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintahkan 

diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian 

hukum dimaksud di atas. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah yang menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh 

Indonesia. 
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SISTEM PENDAFTARAN TANAH 

 
A. JENIS PENDAFTARAN TANAH 

Sistem pendaftaran tanah yang dikenal selama ini oleh kalangan ahli 

hukum pertanahan ada beragam. Menurut Boedi Djatmiko (2009:1), Sistem 

Pendaftaran tanah, bahwa di dunia ini dikenal ada dua atau jenis pendaftaran 

tanah 

Pertama, disebut dengan model pendaftaran akta atau “registration of 

deeds” yang oleh beberapa penulis menggunakan istilah pendaftaran tanah 
dengan stelsel negatif atau pendaftaran tanah negatif. 

Kedua, disebut pendaftaran hak atau “registration of title”, dimana lazim 
pula disebut dengan nama “Pendaftaran dengan stelsel positif” ataupun 
seringkali disebut “system torrens”. 

Lebih lanjut ditegaskan bahwa kedua system pendaftaran tanah ini 

mempunyai perbedaan persamaan dan kelebihan kekurangan satu dengan 

yang lainnya. Secara umum perbedaan terlihat pada wujud dokumen formal 

yang dipergunakan sebagai instrument atau alat pembuktian kepemilikan hak 

atas tanah. Wujud dokumen formal dalam system pendaftaran tanah dengan 

stelsel negative sebutannya adalah “akta” kepemilikan sedang wujud 
dokumen dalam model pendaftaran tanah dengan stelsel positif sebutannya 

adalah berupa “sertifikat” hak. Kedua wujud atau bentuk formal dari kedua 

model tersebut secara yuridis sangat berpengaruh terhadap eksistensi 

kekuatan hukum dari hak kepemilikan hak atas tanah. Khusus untuk 

pendaftaran tanah akta para penulis di Indonesia lebih lazim menggunakan 

terminology sistem pendaftaran negative atau stelsel negative untuk 

penyebutan sistem pendaftaran akta, seperti Abdurrahman, AP. Parlindungan, 

demikian juga Boedi Harsono, lebih cenderung menggunakan istilah tersebut. 
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LANDASAN YURIDIS  

PROGRAM LANDREFORM 

 
Konsep Landreform yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai induknya, 

telah dijabarkan pada banyak ketentuan, namun yang paling pokok terdapat 

dalam beberapa ketentuan yang dapat dilihat pada uraian berikut: 

 

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG 

PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN 

Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA yang 

mengharapkan adanya pembatasan pemilikan maupun penguasaan tanah 

oleh satu keluarga atau badan hukum. Dalam hal ini ditekankan pada 

pembatasan luas maksimum dan minimum tanah yang tidak dipunyai. Hal-hal 

yang diatur oleh Undang-Undang ini antara lain: 

a. Bahwa seseorang/keluarga, baik sendiri maupun dengan orang lain 

dibatasi dalam hal luas tanah pertanian yang dapat dimiliki. 

b. Penetapan batas maksimum yang ditetapkan berdasar pada keadaan 

masing-masing daerah Tingkat II dengan memperhatikan beberapa faktor. 

Luas maksimum yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Di daerah- daerah yang Sawah (Hektar) 
Tanah Kering 

(Hektar) 

1. Tidak Padat 20 25 

2. Padat:   

a. Tidak Padat 15 17 

b. Cukup Padat 10 12 

c. Sangat Padat 7 8 
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PROGRAM LANDREFORM  

DAN TUJUANNYA 

 
A. PENGERTIAN LANDREFORM 

Landreform menurut Boedi Harsono meliputi perombakan mengenai 

pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang 

bersangkutan dengan penguasaan tanah. Dalam literature lain Land Reform 

berasal dari kata-kata dalam bahasa inggris, yaitu “land” dan “reform”. “Land” 
artinya tanah, sedangkan “reform” artinya perubahan dasar. Jadi Land Reform 

adalah perombakan struktur pertanian lama dan membangun struktur 

pertanian yang baru. Selain land reform istilah lain yang digunakan adalah 

Agrarian Reform atau Reforma Agraria. 

Pengertian Land Reform dapat dimaknai pada dua pengertian yakni 

dalam arti sempit dan arti luas. Menurut Suardi, Land Reform dalam arti 

sempit adalah, menyangkut perombakan mengenai pemilikan dan 

penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan 

dengan penguasaan tanah. Selanjutnya ketentuan ini akan digunakan dalam 

cara yang lebih terbatas yang mengarah pada program pemerintah menuju 

pemerataan kembali pemilikan tanah. Sedangkan Land reform dalam arti luas, 

yang dikenal dengan istilah Agrarian Reform, terdiri dari: 

1. Perombakan substansi hukum agraria/pertanahan 

2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi- konsesi kolonial atas tanah 

3. Mengakhiri penghisapan feodel 

4. Perubahan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang 

berkaitan dengan penguasaan tanah (Landreform dalam arti sempit). 

5. Pengalihan tanah kepada para petani penggarap 
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HAK MILIK ATAS TANAH 

 
A. DASAR HUKUM 

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan mengenai hak milik 

sebagai salah satu hak-hak atas tanah. Hak Milik atas Tanah menduduki 

urutan pertama dari berbagai hak atas tanah sebagaimana dimaksud di atas 

(Pasal 16). 

Menyimak substansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tampak bahwa terdapat 

beberapa pasal yang khusus menyinggung mengenai Hak Milik yakni Pasal 16, 

20,21,22,23,24,225,26 dan Pasal 27. 

 

B. PENGERTIAN HAK MILIK ATAS TANAH 

Dalam Pasal 20 secara jelas ditegaskan pengertian hak milik sebagai 

berikut. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial hak atas 

tanah. Dalam pasal tersebut di atas, disebutkan sifat- sifat daripada hak milik 

yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. 

Ditegaskan bahwa Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” 
yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, 

bahwa hak itu merupakan hak yang “mutlak, tak terbatas dan tidak dapat 

diganggu gugat”. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat 
hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata “terkuat dan 
terpenuh” itu termaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak 
guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa 

di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” 
(artinya: paling) kuat dan terpenuh. 
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HAK GUNA USAHA 

 
A. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN HAK GUNA USAHA 

Dasar hukum hak guna usaha diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang dapat dikemukakan berikut ini: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Hak Atas Tanah dan 

Bangunan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan uang pemasukan 

dalam pemberian hak atas Tanah Negara. 

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Hak Guna 

Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 

negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna 

perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. 

Sebelum terbitnya UUPA Tahun 1960, pengertian tanah negara 

ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 (L. N. 1953, 

No.14, T.L.N. No. 362). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tanah negara 

dimaknai sebagai tanah yang dikuasai penuh oleh negara. substansi dari 
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HAK PAKAI 

 
A. PENGERTIAN HAK PAKAI 

Salah Satu hak atas tanah yang terdapat dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok 

Agraria, adalah Hak Pakai. Hal tersebut lebih dipertegas pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Hak Pakai secara tegas 

disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, yakni pada Pasal 16, 41, 42, 

dan Pasal 43. 

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang 

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa 

atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan 

dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini. 

 

B. PEMEGANG HAK PAKAI  

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 

c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah 

Daerah; 

d. Badan-badan keagamaan dan sosial; 

e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; 
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HAK GUNA BANGUNAN 

 
A. PENGERTIAN 

Salah satu hak atas tanah yang terdapat dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok 

Agraria, adalah Hak Guna Bangunan. 

Hal tersebut lebih dipertegas pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. 

Hak guna bangunan secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria, yakni pada Pasal 16,35,36,39 dan Pasal 40 

Pada Pasal 35 ditegaskan bahwa Hak Guna Bangunan adalah Hak untuk 

mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 

 

B. JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN 

Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta 

keadaan bangunannya, jangka waktu tersebut, dapat diperpanjang dengan 

waktu paling lama 20 tahun. 

Hak Guna Bangunan atas tanah Negara, atas permohonan pemegang hak 

dapat diperpanjang atau diperbaharui, jika memenuhi syarat: 

a. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat 

dan tujuan pemberian hak tersebut; 

b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak; dan 

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. 
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SINKRONISASI SUBSTANSI  

HUKUM PENGADAAN TANAH  

UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIKAITKAN 

DENGAN KETENTUAN HAK ASASI MANUSIA 

 
A. SUBSTANSI HUKUM DARI PENGADAAN TANAH UNTUK 

KEPENTINGAN UMUM DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HAK 

ASASI MANUSIA 

1. Pengadaan Tanah dalam Konsep Penguasaan Negara 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada hakikatnya mengacu 

pada Konsep Penguasaan Negara (KPN), dimana KPN itu sendiri pada 

pokoknya mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 

Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak hanya memuat ketentuan mengenai hak 

negara mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, 

tetapi juga memuat ketentuan bahwa penguasaan negara itu dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kedua aspek kaidah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya 

merupakan satu kesatuan sistemik. Hak menguasai negara merupakan 

instrument (bersifat instrumental), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan. 
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PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA  

DAN KEADILAN PEMEGANG HAK ATAS 

TANAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN 

TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

 
A. PENENTUAN KEPENTINGAN UMUM 

Dalam penulisan buku ini, penulis telah melakukan penelitian pada 

beberapa kasus pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 

yaitu: pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Luwu, pembangunan 

pelebaran jalan di Pasar Sentral Kota Palopo, pembangunan Irigasi Kalamisu 

di Kabupaten Sinjai, pembangunan pelebaran Bandara Hasanuddin di 

Kabupaten Maros, pembangunan jalanan tembus Jalan Hertasning menuju 

Samata di Kota Makassar, dan pembangunan Bendungan Waduk Serbaguna 

Bili-Bili di Kabupaten Gowa. 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada enam Kabupaten/Kota 

tersebut, menunjukkan bahwa di antara enam Kabupaten/Kota terdapat lima 

Kabupaten/Kota masih menggunakan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dengan 

cara pelepasan/penyerahan hak atas tanah dari PHAT, yaitu: Kota Palopo, 

Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. 

Sedangkan satu-satunya Kabupaten yang telah menggunakan Perpres Nomor 

36 Tahun 2005 adalah Kabupaten Sinjai, yaitu pengadaan tanah untuk 

pembangunan Irigasi Kalamisu.  

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Luwu terdiri 

atas pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan seperti: Kantor 

Bupati Luwu, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu, beberapa 

Rumah Jabatan, Kantor Gabungan Dinas dan Jalanan Penghubung, Kantor 
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